


FORMAT

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN……….
                            NOMOR  …………………………….
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERKOORDINASI PADA BADAN…/DINAS…/BIRO…. PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN ......
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang 	:	a.	bahwa untuk mewujudkan/meningkatkan kemajuan/pertumbuhan/perkembangan/ pembangunan Daerah/… (sesuaikan dengan tujuan secara luas) ……. (pertimbangan folosofis)…;	
b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat……(manfaat kepada masyarakatpertimbangan sosiologis);
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 dan Pasal 225 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk mencapai target Rencana Pembangunan Tahunan sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, perlu membentuk Tim Terkoordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran ...........(dasar aturan/pertimbangan yuridis);


d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d...(sesuaikan jumlah pertimbangan).., perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terkoordinasi Pada Badan…/Dinas…/Biro… Provinsi Banten Tahun Anggaran....;
BILA KEPUTUSAN GUBERNUR MERUPAKAN  DELEGASI AMANAT  LANGSUNG DARI SUATU PASAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, CUKUP 1 (SATU) MENIMBANG SAJA., tanpa huruf a, huruf b.. dst. :
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal … Peraturan……, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang………;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 8);
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 10);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 3);
7. …..
8. …..
BISA DITAMBAHKAN PERATURAN YANG MENDELEGASIKAN/MENGAMANATKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENETAPAN KEPUTUSAN  tersebut.., (TIDAK PERLU TERLALU BANYAK)………..

Memperhatikan : 	1.	.......;
2. Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor ………… tanggal …….. perihal Penyampaian Usulan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terkoordinasi Tahun …………;
Dalam Memperhatikan ... bisa ditambahkan SURAT ATAU DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PENETAPAN KEPGUB.......;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	
KESATU 	:	Membentuk Tim Terkoordinasi pada Badan…/Dinas…/Biro… Provinsi Banten Tahun Anggaran...., dengan nama, susunan keanggotaan, dan uraian tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  (sesuaikan dengan banyaknya jumlah Tim)
KEDUA 	:	Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :  
	1. Tim Penyusun Materi dan Sekretariat Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah..;

	2. Forum Konsultasi Publik..........;

	3. Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun ........;

	4. Tim Penyusunan Issu Strategis;

	5. Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun ......;

	6. Tim penyusun Dokumen Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun ..........;

	7. Tim Pendamping, Verifikasi, dan Perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Banten;

	8. Satuan Tugas Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten;

	9. Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

	10. Tim Kegiatan Musyawarah Perencanaan  Pembangunan Nasional  Tahun Anggaran ……….;

	11. Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

	12. Tim Penyusun Data Pembangunan;

	13. Tim Penilai Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Provinsi Banten Tahun ..........;

	14. Tim Panelis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Provinsi Banten Tahun .......;

	15. Tim Koordinasi Pelaksanaan Germas di Provinsi Banten Tahun .......;

	16. Tim Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

	17. 

	18. 

	19. 


KETIGA	:	Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai masa kerja mulai dari tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal ………..
KEEMPAT	:	Pelaksanaan Keputusan ini merupakan bagian dari penilaian kinerja.
KELIMA	:		Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran.      ..(bila ada biaya yang dikeluarkan)
KEENAM	:	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, ………..

	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	

......................




Tembusan : (bila perlu)
1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.









	Lampiran I Keputusan Gubernur Banten

	Nomor
	:
	

	Tanggal
	:
	


        
TIM  PENYUSUN MATERI PENILAIAN
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN…..

A. Susunan Keanggotaan
Pengarah	: 	Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
Ketua 	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
Wakil Ketua 	:	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
Anggota Tim	: 	1.	3 (tiga) Unsur Pejabat pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
5. 6 (Enam) Orang Unsur Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
	Sekretariat
	
	

	Ketua
	:
	Unsur Fungsional/Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Wakil
	:
	Unsur Fungsional/Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Anggota
	:
	5 (Lima) Orang Unsur Fungsional/Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.



B. Uraian Tugas :
1. Menyusun materi paparan dalam rangka Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021;
2. Menyusun data capaian Pembangunan Provinsi Banten 2021 dalam rangka Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah 2021;
3. Menyusun visualisasi/video pembangunan dalam rangka Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah 2021;
4. Melakukan rapat pembahasan dalam rangka Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah 2021;
5. Melakukan koordinasi dan integrasi data dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi Banten dalam rangka Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah 2021; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	



...................



    














	Lampiran II Keputusan Gubernur Banten

	Nomor
	:
	

	Tanggal
	:
	




FORUM KONSULTASI PUBLIK  

A. Susunan Keanggotaan :
	Pengarah
	:
	1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	Penanggung Jawab
	:
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

	Ketua
	:
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Wakil Ketua
	:
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Sekretaris
	:
	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Anggota
	:
	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan  Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
10. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
11. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
12. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
13. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
14. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
15. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
16. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
17. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
18. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
19. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
20. Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
21. Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
22. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
23. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
24. 22 (Dua Puluh Dua) Orang Unsur Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten).


B. Uraian Tugas :
1. Menyelenggarakan  kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
2. Mengumpulkan data untuk penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 yang akan dibahas dalam Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
3. Mendampingi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Kementerian, Universitas, Tokoh  Masyarakat dan stakeholder dalam pembahasan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah.

	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	



......................




    

  







	Lampiran III Keputusan Gubernur Banten

	Nomor
	:
	

	Tanggal
	:
	





PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN .... 

A. Susunan Keanggotaan :
	Pengarah
	:
	1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	Penanggung Jawab
	:
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

	Ketua
	:
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

	Wakil Ketua
	:
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

	Sekretaris
	:
	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

	Anggota
	:
	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;



7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
10. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
11. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
12. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
13. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
14. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
15. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
16. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
17. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
18. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
19. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
20. Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
21. Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
22. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
23. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
24. 22 (Dua Puluh Dua) Orang Unsur Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten).



B. Uraian Tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022;
2. Mengumpulkan data untuk penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 yang akan dibahas dalam Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022;
3. Mendampingi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Kementerian, Universitas, Tokoh  Masyarakat dan stakeholder dalam pembahasan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.


	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	



...................



  




	Lampiran IV Keputusan Gubernur Banten

	Nomor
	:
	

	Tanggal
	:
	



TIM PENYUSUN ISSU STRATEGIS

A. Susunan Keanggotaan :
	Pengarah
	:
	1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	Penanggung Jawab
	:
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

	Ketua
	:
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Wakil Ketua
	:
	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

	Sekretaris
	:
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Anggota
	:
	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
8. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
13. Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
14. Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
15. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
16. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
17. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
18. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
19. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
20. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
21. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
22. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
23. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

24. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
25. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
26. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
27. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
28. Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
29. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
30. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
31. 30 (Tiga Puluh) Orang Unsur Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten).



B. Uraian Tugas :
1. Mengumpulkan data untuk penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021;
2. Menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021;
3. Menyusun dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021;
4. Menyusun dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021; dan

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	a.n. GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	



........................




























	Lampiran V Keputusan Gubernur Banten

	Nomor
	:
	

	Tanggal
	:
	





TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ........

A. Susunan Keanggotaan :
	Pengarah
	:
	1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	Penanggung Jawab
	:
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

	Ketua
	:
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Wakil Ketua
	:
	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

	Sekretaris
	:
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Anggota
	:
	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
8. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;


9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
13. Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
14. Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
15. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
16. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
17. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
18. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
19. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
20. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
21. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
22. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
23. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
24. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
25. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
26. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
27. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
28. Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
29. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
30. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
31. 30 (Tiga Puluh) Orang Unsur Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.


B. Uraian Tugas :
1. Mengumpulkan data untuk penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021;
2. Menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021;
3. Menyusun dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021;
4. Menyusun dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021; dan



5. Melaporkan hasil  pendampingan dan verifikasi perangkat daerah perbulannya untuk dilaporkan ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	



.................






































	Lampiran VI Keputusan Gubernur Banten

	Nomor
	:
	

	Tanggal
	:
	









TIM PENYUSUN DOKUMEN RANCANGAN TEKNOKRATIS RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN ...........

A.Susunan Keanggotaan :
	Pengarah
	:
	1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	Penanggung Jawab
	:
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

	Ketua
	:
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Wakil Ketua
	:
	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

	Sekretaris
	:
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Anggota
	:
	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
8. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
13. Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
14. Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
15. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
16. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
17. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
18. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
19. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
20. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
21. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
22. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
23. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

24. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
25. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
26. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
27. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
28. Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
29. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
30. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
31. 21 (Dua Puluh Satu) Orang Unsur Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.


C. Uraian Tugas :
1. Mengumpulkan data untuk penyusunan rancangan Teknokratis RPJMD Provinsi Banten 2022-2027;
2. Menyusun dokumen Rancangan Teknokratis RPJMD Provinsi Banten 2022-2027;
3. Menyusun dan menelaah hasil masukan dari berbagai elemen masyarakat, Perangkat Daerah maupun akademisi;
4. Menyusun permasalahan pembangunan dan issue strategis kedalam dokumen Rancangan Teknokratis RPJMD 2022-2027; dan                                                                                                                                                                                                                            
5. Melaporkan hasil pekerjaan secara rutin untuk dilaporkan ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	


.........................

	Lampiran VII Keputusan Gubernur Banten

	Nomor
	:
	

	Tanggal
	:
	



TIM PENDAMPING, VERIFIKASI DAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PROVINSI BANTEN

A. Susunan Keanggotaan :
	Penanggung Jawab
	:
	Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	Ketua
	:
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Sekretaris
	:
	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Koordinator
	
	1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah Provinsi Banten;
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Anggota
	:
	1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
2. 40 (Empat Puluh) Orang Unsur Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.



B. Uraian Tugas :
	1. Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah penyusunan program kerja kegiatan tahunan pendampingan penyusunan dan verifikasi rancangan awal rencana kerja perangkat daerah :
a. Pendampingan dan verifikasi untuk tahun N+1;
b. Pendampingan dan Verifkasi rancangan rencana kerja untuk tahun  N+1;
c. Pendampingan dan verifikasi hasil forum perangkat tahun anggaran N+1;
d. Pendamping dan verifikasi rancangan rencana kerja final dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun N+1;
e. Pendampingan dan verifikasi penyusunan perencanaan target kinerja tahun N+1;
f. Pendampingan dan verifikasi untuk tahun N;
g. Pendampingan dan Verifkasi rancangan rencana kerja untuk tahun  N;
h. Pendampingan dan verifikasi hasil forum perangkat tahun anggaran N;
i. Pendamping dan verifikasi rancangan rencana kerja final dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun N;
j. Pendampingan dan verifikasi penyusunan perencanaan target kinerja tahun N;
k. Pendampingan dan verifikasi rencana kerja perangkat daerah perubahan tahun N; 
l. Pendampingan dan verifikasi penyusunan KAK acuan kerja logis RKAL tahun N dan tahun N+1; dan
2. Melaporkan hasil  pendampingan dan verifikasi perangkat daerah perbulannya untuk dilaporkan ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.



	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	


....................


















	Lampiran VIII Keputusan Gubernur Banten

	Nomor
	:
	

	Tanggal
	:
	


  


 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PROVINSI BANTEN

A. Susunan Keanggotaan :
	Pengarah
	:
	1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	Penanggung Jawab
	:
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Ketua
	:
	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.

	Wakil Ketua
	:
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

	Sekretaris
	:
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Anggota
	:
	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
5. 56 (Lima Puluh Enam) Unsur Fungsional /Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

	
	
	


B. Uraian Tugas :
1. Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah Provinsi Banten melakukan monitoring di semua modul Perencanaan, penganggaran, belanja, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan tipe hak akses readonly di semua modul yang ada;

2. Asisten Daerah dan Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring di semua modul Perencanaan, penganggaran, belanja, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan tipe hak akses readonly sesuai kewenangan;
3. Admin SIPD melakukan pengelolaan data base aplikasi, jaringan, pengembangan, infrastruktur TIK dan pembagian hak akses serta pembuatan user;
4. Admin Perencanaan bertugas menginput, menghapus, mengedit, menyetujui dan menolak usulan Program Kegiatan serta Pagu Anggaran serta usulan Belanja pada RKA-SKPD berdasarkan PPAS pada modul perencanaan SIPD;
5. Admin Anggaran bertugas menginput, menghapus, mengedit, menyetujui dan menolak usulan Belanja pada DPA-SKPD pada modul perencanaan SIPD;
6. Admin Perbendaharaan bertugas menyetujui, menolak, menginput, memverifikasi SPP/SPM-SKPD/PPKD dan menerbitkan SP2D;
7. Admin Kas Daerah bertugas pemindahbukuan rekening, monitoring dan pemantauan Kas daerah; dan
8. menyusun kewenangan tugas kewajibaan PPK, Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, dan PPTK.


	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	


.................................



















	Lampiran IX Keputusan Gubernur Banten

	Nomor
	:
	

	Tanggal
	:
	



TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
SUMBER DANA APBN

A. Susunan Keanggotaan :
	Pengarah
	:
	1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	Penanggung Jawab
	:
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

	Ketua
	:
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Wakil Ketua
	:
	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

	Sekretaris
	:
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Anggota
	:
	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
8. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
13. Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
14. Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
15. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
16. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
17. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
18. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
19. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
20. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
21. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
22. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
23. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

24. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
25. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
26. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
27. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
28. Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
29. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
30. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
31. 29 (Dua Puluh Sembilan) Orang Unsur Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.



B. Uraian Tugas :
1. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota;
2. menghimpun bahan-bahan dalam rangka verifikasi usulan program dan kegiatan sumber dana APBN Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota;
3. melaksanakan  verifikasi usulan program dan kegiatan sumber dana Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Banten.

	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	


.....................

	Lampiran X Keputusan Gubernur Banten

	Nomor
	:
	

	Tanggal
	:
	



TIM KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN  PEMBANGUNAN NASIONAL  TAHUN ANGGARAN……….

A. Susunan Keanggotaan :
	Pengarah
	:
	1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	Penanggung Jawab
	:
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

	Ketua
	:
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Wakil Ketua
	:
	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

	Sekretaris
	:
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Anggota
	:
	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
8. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
13. Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
14. Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
15. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
16. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
17. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
18. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
19. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
20. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
21. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
22. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
23. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
24. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
25. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
26. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
27. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
28. Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
29. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
30. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
31. 30 (Tiga Puluh) Orang Unsur Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Provinsi Banten.



B. Uraian Tugas :
1. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota;
2. mendampingiOrganisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota dalam rangka membahas usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Banten.


	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	



..................




	Lampiran XI Keputusan Gubernur Banten

	Nomor
	:
	

	Tanggal
	:
	



TIM ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A.Susunan Keanggotaan
	Pengarah
	:
	1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	Penanggung Jawab
	:
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

	Ketua
	:
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

	Wakil Ketua
	:
	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten;

	Sekretaris
	:
	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

	Anggota
	:
	1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
4. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Sub Bidang pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
7. 6 (Enam) Orang Unsur Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.



B.  UraianTugas	:
1. Mempersiapkan pelaksanaan Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, klasifikasi, verifikasi dan stratifikasi perencanaan data pembangunan daerah;
3. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/Lembaga terkait dalam rangka peningkatan Analis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Banten melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten



	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	



............















- 35 -

- 26 -

